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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan karena buku Inklusivitas 

Politik Era Digital: Perspektif Kritis dari Analisis Sentimen dan 

Topik akhirnya rampung. Dorongan untuk menulis buku ini lahir 

dari kerisauan sekaligus optimisme: kerisauan karena 

kesenjangan partisipasi politik kelompok difabel, perempuan, 

dan pemilih pemula masih terasa, serta optimisme karena ruang 

digital membuka peluang baru untuk mengurangi ketimpangan 

itu. 

Buku ini bertujuan menghubungkan riset big data dengan 

praktik kebijakan. Analisis sentimen dan topik atas jutaan 

unggahan media sosial memberi gambaran granular tentang 

hambatan dan harapan warga. Temuan kuantitatif diperkaya 

pembacaan kualitatif, lalu diterjemahkan menjadi strategi 

kurikulum, komunikasi, dan kebijakan inklusif. Harapannya, 

buku ini bisa menjadi jembatan antara dunia akademik, lembaga 

penyelenggara pemilu, organisasi masyarakat sipil, dan pembaca 

umum yang ingin memahami isu demokrasi inklusif secara lebih 

mendalam. 

Struktur buku dirancang berjenjang. Bab 1 membuka 

konsep dan ruang lingkup inklusivitas. Bab 2 memetakan media 

sosial sebagai arena politik baru. Bab 3 menjelaskan metodologi 

analisis data, sedangkan Bab 4 menyajikan hasil empiris. Bab 5 
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menginterpretasikan temuan dalam kerangka hambatan dan 

peluang, diikuti Bab 6 yang merumuskan strategi pendidikan 

politik inklusif berbasis bukti. Bab 7 menutup dengan 

rekomendasi dan arah masa depan. Lampiran menyediakan kata 

kunci, panduan metodologi tambahan, dan daftar pustaka 

terkini. 

Penulis berterima kasih kepada banyak pihak. Terima kasih 

kepada para peneliti data yang membantu proses pembersihan 

korpus, organisasi penyandang disabilitas yang bersedia 

berdiskusi tentang pengalaman nyata di TPS, serta rekan 

akademisi yang memberikan masukan kritis. Dukungan Komisi 

Pemilihan Umum dalam menyediakan sebagian dataset resmi 

sangat berarti. Tak kalah penting, apresiasi kepada keluarga dan 

sahabat yang memberi ruang, waktu, dan semangat selama proses 

penulisan. 

Penulis menyadari buku ini masih memiliki keterbatasan. 

Data media sosial bersifat dinamis dan tidak selalu mewakili 

populasi secara seimbang. Meski demikian, penulis berharap 

kerangka analisis dan rekomendasi di dalam buku ini dapat 

memicu diskusi lanjut, riset replikasi, dan kebijakan nyata yang 

lebih berpihak pada prinsip demokrasi inklusif. 

Semoga buku ini bermanfaat dan menjadi sumbangan kecil 

bagi terwujudnya partisipasi politik setara bagi semua warga. 

 

Surabaya, Juli 2025 
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GLOSARIUM 

Glosarium ini memuat penjelasan ringkas untuk beberapa 

istilah kunci yang digunakan secara konsisten di sepanjang buku. 

Tujuannya adalah untuk membantu pembaca, terutama yang 

berasal dari latar belakang non-hukum atau non-teknik, untuk 

memahami konteks penggunaan setiap istilah. 

1. Akses Difabel Kondisi infrastruktur, informasi, dan layanan 

yang memungkinkan warga penyandang disabilitas untuk 

berpartisipasi dalam pemilu secara mandiri dan bermartabat. 

2. Agensi Kapasitas atau kekuatan yang dimiliki sebuah 

kelompok untuk secara aktif memulai, mengubah, atau 

menolak sebuah isu, sehingga mereka menjadi subjek aktif 

dalam politik, bukan sekadar objek. 

3. Akuntabilitas Kewajiban dan tingkat responsivitas institusi 

(seperti KPU atau pemerintah) untuk menanggapi serta 

menindaklanjuti aspirasi, masukan, atau keluhan dari publik. 

4. Audio Deskripsi Narasi atau penjelasan tambahan dalam 

format audio yang menggambarkan elemen-elemen visual 

penting dalam sebuah video atau presentasi, ditujukan bagi 

audiens dengan hambatan penglihatan. 

5. Audit TPS Proses pemeriksaan dan penilaian sistematis 

terhadap kesesuaian fasilitas dan layanan di Tempat 

Pemungutan Suara (TPS) dengan standar aksesibilitas yang 

telah ditetapkan. 

6. Bahasa Isyarat Sistem komunikasi visual yang menggunakan 

gerak tangan, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh, terutama 

digunakan oleh komunitas Tuli untuk berkomunikasi. 

7. Braille Sistem tulisan sentuh berupa titik-titik timbul yang 

memungkinkan individu dengan hambatan penglihatan 

(netra) untuk membaca. 
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8. Calon Perempuan Individu berjenis kelamin perempuan yang 

terdaftar secara resmi dan bersaing sebagai kandidat dalam 

sebuah kontestasi pemilihan umum. 

9. Figur Panutan (Role Model) Seorang tokoh publik yang 

tindakan, prestasi, atau karakternya menjadi sumber inspirasi 

dan contoh positif bagi orang lain, khususnya dalam konteks 

keterlibatan politik. 

10. Hak Pilih Hak fundamental yang dijamin secara hukum bagi 

setiap warga negara yang telah memenuhi syarat untuk 

memberikan suaranya dalam pemilihan umum. 

11. Hoaks Pemilu Informasi yang sengaja dibuat salah atau 

menyesatkan terkait proses, tahapan, kandidat, atau hasil 

pemilihan umum, dengan tujuan untuk mengacaukan atau 

memengaruhi opini publik. 

12. Jalur Landai (Ramp) Sebuah lintasan miring tanpa undakan 

yang dirancang untuk memudahkan akses bagi pengguna 

kursi roda, pejalan kaki yang menggunakan alat bantu, atau 

kereta bayi. 

13. Kesetaraan Gender Prinsip yang menyatakan bahwa semua 

gender memiliki hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang 

setara dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam 

partisipasi dan representasi politik. 

14. Keterbukaan Data Kebijakan dan praktik membuka dataset 

atau informasi yang dimiliki oleh lembaga publik agar dapat 

diakses, digunakan, dan didistribusikan secara bebas oleh 

masyarakat luas. 

15. Kontras Tinggi Kombinasi warna antara teks dan latar 

belakang yang memiliki perbedaan kecerahan signifikan 

(misalnya, teks hitam di atas latar putih), dirancang untuk 

memudahkan pembacaan bagi individu dengan penglihatan 

rendah (low vision). 
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16. Kursi Roda Alat bantu mobilitas beroda yang digunakan oleh 

individu yang mengalami kesulitan berjalan, yang 

memerlukan ruang gerak dan permukaan yang rata serta 

bebas hambatan. 

17. Kuota Perempuan Kebijakan tindakan afirmatif yang 

menetapkan persentase minimum jumlah calon legislatif 

perempuan yang harus dipenuhi oleh partai politik peserta 

pemilu. 

18. Laporan Akses Pengaduan atau masukan resmi maupun tidak 

resmi dari publik mengenai adanya hambatan, baik fisik 

maupun informasional, dalam proses pemilu. 

19. Literasi Digital Serangkaian kemampuan untuk mengakses, 

mengelola, memahami, mengintegrasikan, 

mengomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan 

informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital. 

20. Literasi Politik Kemampuan warga untuk memahami cara 

kerja sistem politik, aktor, institusi, serta isu-isu kebijakan, 

yang memungkinkan mereka untuk membuat keputusan 

politik secara kritis dan terinformasi. 

21. Meja Suara Permukaan atau fasilitas tempat pemilih 

melakukan penandaan atau pencoblosan surat suara. 

Ketinggian dan desainnya perlu disesuaikan agar aksesibel 

bagi semua orang, termasuk pengguna kursi roda. 

22. Partisipasi Difabel Keterlibatan aktif dan bermakna dari 

warga penyandang disabilitas dalam seluruh proses dan 

tahapan politik, baik sebagai pemilih, penyelenggara, 

maupun kandidat. 

23. Pencahayaan TPS Tingkat terang cahaya di area TPS, 

khususnya di dalam bilik suara, yang harus memadai agar 

semua pemilih, termasuk yang memiliki penglihatan rendah, 

dapat membaca surat suara dengan jelas. 
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24. Pindah Memilih Proses administrasi yang memungkinkan 

seorang pemilih yang terdaftar untuk menggunakan hak 

pilihnya di TPS yang berbeda dari lokasi di mana ia terdaftar 

semula. 

25. Prosedur Pemilu Serangkaian tahapan resmi yang diatur oleh 

hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum, mulai dari 

pendaftaran pemilih, masa kampanye, pemungutan suara, 

hingga penghitungan dan penetapan hasil. 

26. Representasi Substantif Tingkat keterwakilan yang 

melampaui kehadiran fisik atau jumlah semata. Representasi 

ini terwujud ketika perwakilan dari sebuah kelompok mampu 

secara aktif menyuarakan, memperjuangkan, dan 

memengaruhi kebijakan agar selaras dengan kepentingan dan 

pengalaman kelompok yang diwakilinya. 

27. Respons KPU Tanggapan, jawaban, atau tindakan korektif 

yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai 

penyelenggara pemilu terhadap pertanyaan, masukan, atau 

laporan dari publik. 

28. Simulasi e-Coklit Program latihan atau uji coba proses 

Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih yang 

dilakukan secara elektronik atau daring. 

29. Subtitle Teks dialog atau narasi yang ditampilkan di bagian 

bawah layar video, berfungsi sebagai alat bantu bagi audiens 

Tuli, Hard of Hearing (HoH), atau siapa pun yang menonton 

tanpa suara. 

30. Teks Alternatif (Alt Text) Deskripsi teks singkat yang 

disematkan pada sebuah gambar di platform digital. 

Deskripsi ini tidak terlihat secara visual, namun dapat 

dibacakan oleh perangkat lunak pembaca layar (screen 

reader) untuk menjelaskan isi gambar kepada pengguna 

dengan hambatan penglihatan. 
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31. Tokenisme Praktik memberikan perlakuan simbolis atau 

gestur dangkal kepada kelompok marginal (misalnya, 

memenuhi kuota keterwakilan) untuk menciptakan kesan 

inklusif, tanpa memberikan pengaruh atau kekuatan yang 

substantif. 

32. Tutorial KPU Materi panduan, baik dalam format video 

maupun teks, yang dirilis secara resmi oleh KPU untuk 

menjelaskan cara penggunaan aplikasi atau layanan yang 

mereka sediakan. 

33. Verifikasi Fakta Proses sistematis untuk memeriksa dan 

memastikan akurasi serta kebenaran dari sebuah informasi 

atau klaim, terutama yang beredar di ruang publik. 
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